
GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: ?9 lrn r 2O2O

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN JASA
KONSULTANSI KONSTRUKSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 1 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2OI9 TENTANG STANDAR

DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
DAN JASA I(ONSULTANSI KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa
Konsultasi Konstruksi, telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Nomor 9 Tahun 2Ol9 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 71 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2Ol9 tentang Standar
dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa
Konsultansi Konstruksi;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2O2O
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
Melalui Penyedia, maka Standar dan Pedoman Pengadaan
Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a,
sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan pencabutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor
9 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 71 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 9 Tahun 2Ol9 tentang Standar dan
Pedornan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Konstruksi;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2OO7 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47441 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 200O tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor a010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan L)aerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol7 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republii< Indonesia Tahun 2016 Nomor
243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 59a9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3e57);
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Menetapkan

6. Peraturan Presiden Nomor L6 Tahun 2Ol8 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14 Tahun 2O2A tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor a83);

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 76O);

9. Peraturan Iembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2Ol8 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
7621';

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2OI9 TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR
71 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR
DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN JASA
KONSULTANSI KONSTRUKSI.

Pasal I
Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2Ol9 tentang Standar
dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa
Konsultansi Konstruksi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2OL9 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 7 t Tahun 2O2O tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2Ol9
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
dan Jasa Konsultansi Konstruksi (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2O2O Nomor 71) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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Peraturan Gubernur
diundangkan.

Pasal 2

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
22 (ktrber 2020

JAWA BARAT,l/

RIDWAN t<rtfr,fflb^
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Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 ktrber 2O20

S DAERAH PROVIN
A BARAT,

SI ,
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BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2O2O NOMOR 79
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